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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA PARIAMAN,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dalam tahun berjalan
menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan antara lain, pergeseran kegiatan antar OPD,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan/baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota
Pariaman Tahun 2017 dan dalam rangka melaksanakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Pariaman
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, perlu ditinjau kembali.

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas
perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 22
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Pariaman Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);



10.

L1

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4246);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



Menetapkan
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Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017,
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Pariaman Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2014, Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Nomor 167);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pariaman;

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman
dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan
penganggaran Tahun 2019, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun
2018;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Pariaman Nomor 22 Tahun 2017
Tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
Pariaman Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2017
Nomor 22), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
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&’ Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 ¢epremper 2018

?‘JGAKIL WALIKOTA PARIAMAN %

.&GENIUS UMAR}?

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal & Copremper 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARI

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR.... %&. ...




